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ABSTRAK 
 

Penelitian ini mengeksplorasi perspektif hukum terhadap tindak pidana 
perundungan anak di media sosial, Pesatnya kemajuan teknologi dan meluasnya 
penggunaan platform media sosial telah meningkatkan jumlah kasus perundungan 
di media sosial secara signifikan, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap 
kesejahteraan mental dan emosional anak-anak. Terlepas dari manfaat 
teknologinya, kurangnya peraturan khusus untuk menangani perundungan di media 
sosial memerlukan analisis hukum yang komprehensif untuk memastikan 
perlindungan yang memadai bagi anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak korban 
perundungan di media sosial di Indonesia dan pertanggungjawaban pelakunya 
berdasarkan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 
normatif yang mengkaji norma, asas, dan peraturan hukum terkait perundungan di 
media sosial dan perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian 
doktrinal, pendekatan undang-undang, dan analisis kasus, penelitian ini berupaya 
memberikan pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum saat ini. 
Pe irli indungan hukum teirhadap korban perundungan di media sosial di i Iindone isi ia 
di iatur dalam beirbagaii undang-undang yang me incakup Undang-Undang Dasar 
1945, Undang-Undang Peirli indungan Anak, Undang-Undang Pe irli indungan Saksi i 
dan Korban, seirta Undang-Undang Iinformasi i dan Transaksii Eileiktroni ik (IiTEi). 
Pe irtanggungjawaban te irhadap peilaku tiindak piidana peirundungan anak di i meidiia 
sosiial me iliibatkan be irbagai i aspeik hukum yang di iatur dalam Undang-Undang 
Iinformasi i dan Transaksii E ileiktroniik (IiTEi) seirta Undang-Undang Pe irli indungan 
Anak. Peilaku dapat diike inaii sanksi i piidana seipe irti i peinjara dan de inda seisuai i deingan 
jeiniis pe ilanggaran yang di ilakukan. 

Kata Kunci: Perundungan di Media Sosial, Perlindungan Anak, Media Sosial, 
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ABSTRACT  

This research explores the legal perspective on criminal acts of child 
bullying on social media. Rapid advances in technology and widespread use of 
social media platforms have significantly increased the number of cases of bullying 
on social media, thus posing a major threat to the mental and emotional well-being 
of children. Despite the benefits of the technology, the lack of specific regulations 
to address bullying on social media requires comprehensive legal analysis to ensure 
adequate protection for children. This research aims to analyze the forms of legal 
protection available to child victims of bullying on social media in Indonesia and 
the accountability of the perpetrators under Indonesian law. This research uses a 
normative juridical approach which examines norms, principles and legal 
regulations related to bullying on social media and child protection. Using 
doctrinal research methods, a statutory approach, and case analysis, this research 
seeks to provide a comprehensive understanding of the current legal framework. 
Legal protection for victims of bullying on social media in Indonesia is regulated 
in various laws including the 1945 Constitution, the Child Protection Law, the 
Witness and Victim Protection Law, and the Information and Electronic 
Transactions Law (IiTEi). Accountability for criminal acts of child abuse in social 
media involves various legal aspects regulated in the Information and Electronic 
Transactions Law (IiTEi) as well as the Child Protection Law. The perpetrator may 
be subject to criminal sanctions such as imprisonment and fines in accordance with 
the type of violation committed. 

Keywords: Cyberbullying, Child Protection, Social Media. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan adanya akal dan pikiran yang diberikan Tuhan, manusia 

dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan hidup mereka. Namun, sebagai 

individu, manusia memiliki sifat sosial yang memungkinkan mereka 

berinteraksi satu sama lain. Manusia menggunakan akal dan pemikiran yang 

diberikan Tuhan untuk hidup, yang berkembang seiring berjalannya waktu, 

terutama dalam interaksi sosial.1 Teknologi yang bermanfaat bagi 

kehidupan semakin diciptakan seiring dengan pesatnya kemajuan 

pengetahuan manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia adalah hasil dari 

anugerah akal yang diberikan oleh Tuhan; dari waktu ke waktu, teknologi 

ini terbukti memiliki banyak manfaat untuk aktivitas sehari-hari.2 

Akibatnya, kemajuan teknologi menjadi tak terelakkan dalam 

kehidupan karena sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan manusia. 

Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin banyak gagasan yang dihasilkan, 

dan semakin banyak gagasan yang menguntungkan bagi kehidupan 

manusia. Evolusi ini membawa perubahan besar yang dapat memengaruhi 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Tujuan inovasi ini adalah untuk 

 
1 Ghoni, A. (2016). Konsep Manusia Menurut Plato: Relevansinya dengan Ajaran Islam. 

UIN Walisongo Semarang. hlm 5 
2  Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial 

budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2(1).Volume 2,Nomor 1, 2014, hlm 
34 
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mempermudah aktivitas sehari-hari manusia. Terutama di era digital, di 

mana masyarakat menggunakan smartphone secara luas. Menurut data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, mayoritas penduduk berusia lima 

tahun ke atas memiliki smartphone. Namun, kemajuan cepat seperti 

hadirnya smartphone, komputer, dan teknologi komunikasi lainnya, serta 

platform media sosial, memungkinkan orang mengakses informasi di 

seluruh dunia.3  

Dengan munculnya teknologi yang memudahkan akses ke 

informasi, serta munculnya game dan platform media sosial telah mengubah 

cara orang mengakses informasi secara global. Ini adalah kemajuan besar 

dalam sejarah manusia. Saat ini, mayoritas pengguna media sosial dan game 

adalah remaja dan anak-anak. Adanya media sosial saat ini sangat 

membantu orang berkomunikasi dan mendapatkan informasi, dan telah 

menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Indonesia dan di 

seluruh dunia. Bahkan anak-anak dapat menggunakannya.4 Di era modern 

dan masa globalisasi saat ini, berbagai jenis kejahatan di dunia maya seperti 

penipuan, lelang online, pencurian identitas, pornografi anak, dan lainnya 

semakin meluas. Salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami 

pertumbuhan signifikan adalah perundungan di media sosial, seperti yang 

 
3 Zein, M. F. (2019). Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial. 

Mohamad Fadhilah Zein.hlm. 86-90 
4 Wattimena, Reza A A, Tentang Manusia, Dari Pikiran, and Perdamaian Dunia. “Reza A.A 

Wattimena, Tentang Manusia Dari Pikiran, Pemahaman Sampai Dengan Perdamaian Dunia , 
Maharsa, Yogyakarta, 2016, Hlm. 6 1 1.” : 1–18. 
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dilaporkan dalam Konferensi Nasional Badan Legislatif Negara Bagian 

(NCSL).5  

Definisi perundungan ini merupakan aktivitas perilaku agresif yang 

berulang, secara fisik atau mental. Bullying dapat diklasifikasikan sebagai 

perilaku individu dengan cara tertentu untuk mendominasi orang lain 

(mendapatkan kekuasaan atas orang lain). Dengan perkembangan era 

digital, perundungan dan perundungan melalui media sosial semakin 

meningkat, terutama terhadap anak-anak. Ketika kita mengakses berbagai 

platform seperti Instagram, Facebook, game, dan lainnya, kita dapat 

berinteraksi di platform tersebut dan seringkali menemukan tindakan 

perundungan yang terjadi di sana. Anak-anak bisa menjadi sasaran 

intimidasi dalam bentuk menghina, merusak nama baik seseorang, 

pemerasan, dan masih banyak tindakan-tindakan intimidasi yang dilakukan 

melalui postingan video, gambar, game, atau pesan teks.6  

perundungan di media sosial, melibatkan penggunaan teknologi 

digital. Ini adalah perilaku agresif yang ditujukan kepada pribadi diri sendiri 

atau kelompok melalui media sosial dilakukan dengan cara terus menerus, 

di mana orang yang menjadi korban sering kali tidak dapat melawan atau 

terdapat ketidakseimbangan kekuatan. Perundungan di media sosial dapat 

terjadi melalui ponsel, media sosial, platform permainan game, dan platform 

 
5 Pandie, MM, Weismann, I, T, J, “Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap 

Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen Smp 
Nasional Makassar”, Journal Jaffray, 1st, Vol. 14, 2016, pp. 41-62 

6 Laurensius, S., Situngkir, D., Putri, R., & Fauzi, R. (2019, March). Cyber Bullying Against 
Children In Indonesia. In Proceedings of the first International Conference on Social Sciences, 
Humanities, Economics and Law, September 5-6 2018, Padang, Indonesia. 
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chatting.7 Perilaku agresif, tindakan negatif yang berulang, dan 

ketidakseimbangan kekuatan di antara pihak yang terlibat adalah tiga 

komponen utama perundungan di media sosial. Perundungan di media 

sosial terjadi di internet dengan media elektronik dan dapat menyebabkan 

gangguan mental, psikologis, dan psikis. Ini adalah jenis intimidasi baru.8  

Berikut ada beberapa Jenis-jenis dari perundungan di media sosial 

menurut Willard yaitu :  

1. Flaming, terbakar atau amarah jenis perundungan dengan 

melakukan pengiriman informasi yang berisi pesan-pesan 

kemarahan atau agresif kepada orang lain (korban) melalui ruang 

obrolan atau grup. 

2. Harrasment atau pelecehan adalah jenis perundungan, dimana 

orang mengirimkan pesan yang berkali-kali dengan bertujuan 

untuk mengganggu,dan menghina sehingga korban menerima 

pesan pribadi secara terus menerus. 

3. Cyberstalking (diikuti) yaitu jenis perundungan berupa tindakan 

mengawasi atau mengganggu seseorang secara terus menerus 

melalui internet atau teknologi digital. 

4. Deningration (pencemaran nama baik) yaitu jenis perundungan 

dengan melakukan tindakan merusak reputasi seseorang dengan 

 
7 Unicef, Apa itu dan bagaimana mengehentikannya, Unicef Indonesia, 

https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying, diakses pada 9 Juni 
2024 Pukul 19:34 WITA. 

8 Mahendra, P. A., & Pratiwi, D. E. (2020). Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber 
Bullying Di Indonesia. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 9(3), 252-
258. 
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menyebarkan informasii palsu, fitnah, atau rumor yang merugikan 

secara online. 

5. Impersonation peniruan yaitu jenis perundungan, melakukan 

penyamaran atau berpura-pura menjadi orang lain secara online 

dengan tujuan untuk menipu, mencemarkan nama baik, atau 

merugikan orang lain. 

6. Outing menyebarkan rahasia pribadi orang lain dan tricker 

(penipuan) adalah jenis  perundungan membocorkan informasi 

seseorang secara online tanpa izin, dan tindakan menipu seseorang 

untuk mendapatkan informasi pribadi mereka, kemudian 

menyebarkan informasi tersebut untuk kepentingan peribadi. 

7. Exclusion (pengeluaran) yaitu jenis perundungan.9 Dengan 

tindakan sengaja mengucilkan atau mengeluarkan seseorang dari 

grup, komunitas, atau aktivitas digital lainnya dengan tujuan untuk 

mempermalukan, atau menyakiti perasaan.  

Dampak dari perundungan melalui media sosial dapat merusak 

perkembangan emosional anak, di mana anak kesulitan menghadapi hinaan 

dan cacian yang ditujukan kepada mereka. Dalam melakukan pencarian 

literatur, terdapat beberapa contoh kasus perundungan di media sosial yang 

anak-anak alami.  Beberapa kasus ini bahkan masuk ke ranah hukum, 

sementara yang lain tidak diproses karena berbagai pertimbangan. Selama 

 
9 Opcit. Hlm. 3-4 Devi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 

Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, 
Universitas islam kalimantan MAB). 
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periode 2016 hingga 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

mencatat ada 361 anak yang menjadi korban perundungan di media sosial 

di Indonesia. Jumlah korban ini meningkat pada tahun 2016-2019, namun 

mengalami penurunan pada tahun 2020. Di bawah ini adalah grafik 

perundungan anak di media sosial selama periode 2016-2020. 

Tabel 1, Perundungan Anak di Media Sosial 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Boks 202210 

Pada tahun 2021-2023 banyak isu bermunculan terkait dengan 

perundungan media sosial dan menjadi trending Kasus tragis seorang anak 

laki-laki pada juli 2022 seorang anak laki-laki berusia 11 tahun 

Tasikmalaya, Jawa Barat secara tragis bunuh diri setelah diintimidasi oleh 

teman sekelasnya. Mereka memaksa untuk terlibat dalam tindakan seksual 

dengan kucing, merekamnya, dan membagikan video tersebut di media 

sosial. tekannan anak laki-laki itu sangat besar, yang menyebabkan 

 
10 Reza Pahlevi, Jumlah Korban Perundungan di Media Sosial (2016-2020), Data Boks. 

Kata Data, 29 Juli 2022, pukul 16:20 WIB, 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ratusan-anak-jadi-korban-bullying-di-
media-sosial-sejak-2016, diakses Minggu 9 Juni 2024, Pukul 19:45 WITA. 

Tahun Kasus 

2016 36 

2017 55 

2018 109 

2019 117 

2020 46 
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kematiannya sebelum waktunya.11 Bahkan  pada saat ini tidak ada 

perautran-peraturan yang mengatur secara khusus terhadap tindak pidana 

perundungan di media sosial, Secara umum, kita tahu anak harus dilindungi 

apalagi pada saat ini anak mengalami perkembangan dalam menggunakan 

handphone dengan mengakses platform seperti facebook,Instagram,twitter, 

dan sebagainya bahkan platform game yang dapat memicu adanya tindak 

pidana perundungan bahkan tindak pidana lainnya.  

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap anak-anak yang 

mengalami perundungan di media sosial. Pemerintah sedang membuat 

peraturan untuk melindungi anak-anak di dunia maya, atau media sosial, 

menurut Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika. Menurut 

Budi Arie Setiadi, undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah 

untuk melindungi anak. Regulasi tersebut diharapkan mulai berlaku pada 

Juli 2024.12 Di Indonesia Kejahatan Siber mengenai Perundungan di media 

sosial atau perlakuan yang memiliki tujuan untuk menghina serta 

memberikan ujaran kebencian di sosial media kepada seseorang, telah diatur 

dalam UU No. 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas UU No. 19 Tahun 2016 

Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 
11 Anidito Ariwandono, Online Cyrelty : Indonesia’s Cyberbullying Problem, The Jakarta 

Post Jumat 24 Maret 2023, https://www.thejakartapost.com/culture/2023/03/24/online-evil-
indonesias-cyberbullying-problem.html diakses 9 Juni 2024, diakses Minggu 9 Juni 2024, pukul 
19.26 WITA. 

12 Andrian Pratama Taher, Perlindungan Anak di Dunia Maya, Tirto. Id 19 April 2024, 19:13 
WIB, https://tirto.id/pemerintah-akan-terbitkan-aturan-perlindungan-anak-di-dunia-maya-gXXB, 
diakses Minggu 9 Juni 2024, pukul 19:30 WITA. 
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Dengan adanya penyalahgunaan dan permasalahan terhadap 

perundungan di media sosial dapat menimbulkan kerugian terhadap tumbuh 

kembang seorang anak, yang dimana anak ini memiliki mental yang tidak 

seperti orang dewasa bahkan orang dewasa saja rentan untuk terkena mental 

terhadap perundungan di media sosial ini. Kasus mengenai perundungan di 

media sosial ini sudah sering terjadi dikalangan masyarakat di Indonesia. 

Maka dari hal itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis masalah 

tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: 

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DI MEDIA SOSIAL  

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, 

penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban 

perundungan di media sosial yang ada di Indonesia? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana 

perundungan anak di media sosial yang ada di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka suatu 

penelitian tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai, penelitian ini 

dilakukan, yaitu:  
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1. Untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada 

terhadap anak-anak yang menjadi korban perundungan di media sosial 

di Indonesia. 

2. Untuk menyelidiki tanggung jawab hukum yang diterapkan terhadap 

pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat sebagai berikut,  

1) Manfaat teoritis 

a) Dari studi ini diharapkan dapat mengidentifikasi perlindungan 

terhadap anak dari perundungan melalui media sosial sesuai 

dengan Peraturan-perturan yang berlaku terhadap tindak pidana 

perundungan anak di media sosial, yang akan memberikan 

manfaat kepada pembaca dalam memahami penanganan 

perundungan di media sosial. Diharapkan juga dapat memberikan 

kontribusi pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu 

hukum, terutama dalam konteks hukum pidana. 

b) Sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Stara Satu (S-1) 

Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Kalimantan Timur. 

2) Manfaat Praktis  

a) Bagi kepentingan perkembangan hukum di Indonesia  

Untuk membantu semua siswa, terutama mereka yang 

bekerja dalam bidang hukum, melindungi diri dari perundungan 
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anak di media sosial dan hukum perlindungan di media sosial. Ini 

juga akan memberikan pengetahuan tentang cara pihak-pihak 

yang diberi wewenang oleh undang-undang melakukan 

perlindungan tersebut.  

b) Bagi masyarakat  

Untuk menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, 

maupun masyarakat umum. Melalui penelitian ini, masyarakat, 

mahasiswa dan dosen dapat mengembangkan Solusi yang lebih 

efektif untuk mengatasi perundungan anak di media sosial, dapat 

meliputi pengembangan aplikasi atau alat-alat teknologi lainnya 

yang dapat membantu menanggulangi terjadinya perundungan 

anak di media sosial. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1. Penulis menemukan beberapa penelitian terkait yang dijadikan 

referensi dalam penelitian ini. Peneliti menemukan penelitian dengan 

judul yang sama seperti judul penelitian yang saat ini di teliti 

Penelitian sejenis sebelumnya adalah penelitian dengan berjudul 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN 

TINDAK CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL (Studi di Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara) Oleh RIO BAGAS 

KARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

Tahun 2018. Penelitian oleh Rio Bagas Kara ini mengkaji 

perlindungan hukum bagi anak korban perundungan di media sosial. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan fokus pada 
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peran Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam memberikan 

perlindungan hukum.  

2. Perbedaan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan fokus pada kebijakan hukum serta tanggung jawab 

pelaku perundungan di media sosial, berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang lebih berfokus pada peran lembaga perlindungan 

anak. 

1.6 Metode Penelitian  

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan 

dikembangkan, dan dibuktikan oleh suatu pengetahuan tertentu, sehingga 

pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah. Dari pengertian daitas, kita dapat mengetahui 

bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau 

pun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode 

ilmiah. 

Berikut adalah bagian-bagian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1.6.1 Metode Pendekatan 

Pe inde ikatan yang digunakan dalam pe ine ilitian ini adalah yuridis 

normaitf, yang yaitu pe ineilitian hukum yang me ineimpatkan hukum 

seibagai suatu sisteim norma. Sisteim norma yang dimaksud me incakup 

asas-asas, norma, dan kaidah dari pe iraturan peirundang-undangan. 
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Dalam pe ineilitian ini, peinulis meinggunakan peinde ikatan hukum 

doktrinal, yaitu pe indeikatan yang meine iliti bahan keipustakaan (data 

seikunde ir) untuk ke imudian dianalisis. Pe inulis juga meineirapkan 

pe indeikatan peiraturan peirundang-undangan (statute i approach) untuk 

meimpe iroleih peimahaman leibih lanjut meingeinai tindakan 

pe irundungan di dunia maya. Se ilain itu, peindeikatan kasus (casei 

approach) juga dipeirlukan meingingat tingginya jumlah kasus/contoh 

tindakan pe irundungan di dunia maya be ilakangan ini. 

1.6.2 Obyek Penelitian 

Pe ine ilitiian i inii akan meinge iksplorasi i le ibiih lanjut teintang 

pe irli indungan hukum teirhadap anak yang me injadii korban 

pe irundungan di i meidi ia sosi ial. De ingan be irtujuan meimpeilajari i dan 

meinganali isi is beirbagaii aspe ik yang te irkai it de ingan pe irundungan meidi ia 

sosiial teirhadap anak-anak, teirmasuk ke ibiijakan hukum, strate igii 

pe irli indungan, dan eile imein-e ileimein laiinnya. Topi ik utama yang akan 

di ibahas me iliiputi i peirli indungan hukum, i imple imeintasii keibiijakan, aspeik 

sosiial dan psi ikologi is, peiran me idiia sosi ial dan teiknologi i, seirta meitodei 

yuri idiis normati if. Pe ineili itiian iinii di idasarkan pada undang-undang dan 

ki itab undang-undang pe irundungan yang be irlaku di i Iindone isi ia. Dalam 

pe ineili itiian hukum normati if iinii, peindeikatan peirundang-undangan 

di igunakan untuk meimbahas doktri in-doktri in atau asas-asas hukum. 

Se ilai in i itu, peinuliis akan meingumpulkan data dari i beirbagaii sumbeir, 
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teirmasuk buku, arti ikeil, jurnal nasi ional dan i inte irnasiional, seirta 

sumbe ir-sumbeir lai in yang reileivan deingan topi ik yang di ibahas.13 

1.6.3 Alat dan Bahan 

Data yang di igunakan dalam pe ineili itiian i inii dan di ipe iroleih me ilalui i 

studi i keipustakaan. Bahan hukum pri ime ir, se ikundeir, dan te irse iiieir dapat 

di igunakan dalam pe ineili itiian normatiive i data se ikundeir seibagai i sumbeir 

atau bahan i informasi i, yang me iliiputii

14: 

1) Bahan hukum pri imeir meirupakan bahan hukum yang be irsiifat 

meingi ikat be irupa peiraturan peirundang-undangan15 Dalam 

Pe ineili itiian i inii diigunakan bahan hukum se ibagai i beiriikut:  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 atas Undang-Undang 

No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

 
13 Zanudin Ali, 2009 Metode Penelitian Hukum,  Penerbit Sinar Graika Jakarta hal 21 
14 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, 

hlm.14 
15 Zainudin Ali, ibid hal 47 
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e. Putusan-Putusan Pengadilan Negeri. 

2) Bahan hukum se ikundeir adalah re ifeireinsi i atau sumbe ir hukum 

yang tiidak beirsi ifat priimeir, seipe irti i undang-undang dan 

peiraturan peirundang-undangan, te itapi i beirupa pe inafsiiran, 

anali isi is, dan komeintar hukum. Bahan hukum se ikundeir teirdi irii 

dari i publi ikasii hukum yang tiidak reismi i, se ipeirti i skri ipsi i, te isi is, 

diiseirtasi i, kamus, jurnal, kome intar hakiim, dan buku teiks 

teintang masalah hukum. Se iteilah iitu, bahan hukum se ikundeir 

dapat meimbantu dalam anali isi is dan pe imahaman bahan hukum 

priime ir, te irmasuk re ifeireinsi i dan sumbeir daya peine iliitiian. 

3) Bahan hukum te irsi ieir adalah reifeireinsi i yang me imbeiri ikan 

peitunjuk atau peinje ilasan teintang bahan hukum pri imeir atau 

se ikundeir, yang dapat di ite imukan dalam be irbagai i be intuk seipeirti i 

kamus hukum, jurnal hukum, surat kabar, dan sumbe ir-sumbeir 

lai innya. Contoh bahan hukum te irsiie ir meili iputii, kamus hukum, 

arti ikeil atau opi inii ahli i hukum dalam jurnal hukum, e idi itoriial 

atau kolom opi inii, blog atau si itus weibsi ite i.16 

4) Te ikniik peingumpulan data untuk pe ineiliiti ian i inii meincakup 

peinggunaan be irbagai i sumbeir yaiitu, pe iraturan undang-undang 

deingan me ingumpulkan data dalam undang-undang yang 

teirkaiit deingan peirli indungan anak dan ti indak piidana 

perundungan di media sosial, buku yang me imbahas 

 
16 Agoes, I. I., & Lewoleba, K. K. (2023, November). Perlindungan Hukum terhadap 

Korban Perundungan (Bullying) yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan. In National Conference 
on Law Studies (NCOLS) (Vol. 5, No. 1, pp. 589-609). 
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peirli indungan, ke ijahatan dii duni ia maya, dan perundungan di 

media sosial, bahan hukum te irsi ieir (li iteiratur jurnal, arti ikeil, dan 

kamus). 

5) Analiisa data Pada Pe ineili itiian hukum normati ive i, anali isi is data 

diilakukan de ingan cara si isteimati ika te irhadap bahan-bahan 

hukum te irtuli is. 

1.6.4 Prosedur Penelitian 

Masalah yang di ianaliisi is dalam peine iliiti ian iinii di ipeilajari i me ilaluii 

Pe inde ikatan peirundang-undangan juga di ike inal seibagai i pe indeikatan 

statuei approach di ipi iliih untuk meinye iliidiikii masalah peine iliitiian i inii 

kareina peine ikanan peinuli is pada peinggunaan undang-undang dan 

pe iraturan seibagaii dasar peineiliiti ian iinii. Peinde ikatan pe irundang-

undangan, juga di ike inal seibagai i peinde ikatan statuei approach, meingacu 

pada me itodei yang di igunakan dalam anali isi is undang-undang dan 

pe iraturan yang reileivan untuk meinjeilajahi i masalah hukum yang 

reileivan.17 

Se ilai in i itu, peineiliiti ian i ini i meinganali isi is masalah saat iinii de ingan 

cara yuri idiis normatiif. Tujuan dari i meitodei normatiif i inii adalah untuk 

meingeivaluasi i apakah peiraturan hukum, khususnya yang be irkai itan 

de ingan pe irli indungan hukum te irhadap ti indak piidana peirundungan di i 

meidiia sosiial, teilah di iteirapkan se icara e ifeikti if dalam prakti ik. Dalam 

pe ineili itiian i inii, meitode i pe ingumpulan bahan hukum me iliibatkan anali isi is 

 
17 Peter Mahmud Marzuki 2007 Penelitian Hukum, cetakan ke-3. Kencana Jakarta, hlm.96 
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kompreiheinsi if teirhadap pe irli indungan hukum te irhadap ti indak piidana 

pe irundungan anak di i meidiia sosiial seisuai i de ingan keiteintuan undang-

undang. Bahan hukum yang akan di ianaliisi is leibiih lanjut diikumpulkan 

meilalui i studii liite iratur. Keigiiatan meimbaca, meimpe ilajari i, me incatat, 

dan meimbuat ulasan me ingeinaii iisu peirli indungan hukum teirhadap 

pe irundungan anak di media sosial merupakan bagian dari pendekatan 

penelitian ini. Setelah semua bahan terkumpul, materi hukum tersebut 

akan disusun dan dikelompokkan ke dalam bab-bab yang relevan 

untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai setiap aspek 

yang dibahas dalam bahan hukum tersebut. 

1.7 Sistematikan Penulisan 

  Penulisan skripsi ini agar lebih mudah untuk  dipahami, maka 

penulis membuat susunan dengan berbentuk bab-bab yang dapat 

memberikan representasi secara garis besar yang bertujuan untuk 

memudahkan pengkajian dan penelitian mengenai materi secara 

keseluruhan dari hasil penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri 

dari 4 bab, sebagai berikut :  

BAB I   : PENDAHULUAN 

 BAB  ini membahas latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan peelitian, dan kegunaan 

penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
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 BAB ini membahas teori-teori yang mendukung 

penelitian, terutama teori tentang perlindungan hukum, 

pertanggungjawaban, dan media sosial.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 BAB ini membahas hasil penelitian dari rumusan 

masalah pada bab pertama  

BAB IV : PENUTUP 

 BAB ini menyampaikan Kesimpulan dari 

pembahasan bab terdahulu dan memberikan rekomendasi 

dari penulis tantang metode penelitian yang akan dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan umum perlindungan hukum anak 

2.1.1 Perlindungan Hukum 

Karena Indonesia adalah negara hukum, setiap aspek 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus tunduk pada 

hukum untuk melindungi hak asasi manusia setiap warganya. 

Menurut para ahli, ini adalah definisi perlindungan hukum: 

1. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah usaha 

untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan 

mereka kekuatan untuk bertindak dalam rangka 

mempertahankan kepentingan tersebut. 

2. Menurut Philipus M. Hadjon dalam konteks kekuasaan, 

terdapat dua jenis yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan 

ekonomi. Perlindungan hukum dalam kekuasaan pemerintah 

berkaitan dengan kebutuhan untuk melindungi masyarakat 

yang diperintah dari tindakan pemerintah yang mungkin 

melanggar hak-hak mereka. Sementara itu, dalam konteks 

kekuasaan ekonomi, masalah perlindungan hukum berkaitan 

dengan perlindungan individu atau kelompok yang lebih 
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lemah secara ekonomi dari pihak yang lebih kuat, seperti 

perlindungan bagi pekerja dari kekuasaan pengusaha.18 

3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah usaha untuk 

memberikan rasa aman dengan menetapkan peraturan-

peraturan  atau prinsip yang tercermin dalam tindakan dan 

sikap, yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam interaksi 

antar manusia. 

4. Menurut Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum 

bertujuan Untuk menjamin perlindungan masyarakat dari 

tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, 

yang melanggar hukum, dengan tujuan menciptakan 

ketertiban dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup 

dengan martabat yang layak.19 

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis 

perlindungan hukum. Perlindungan hukum merujuk pada upaya 

melindungi warga negara melalui peraturan yang berlaku. Bentuk 

perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan 

preventif diberikan sebelum tindak pidana terjadi dan perlindungan 

represif diberikan setelah tindak pidana terjadi.20 Dalam kehidupan 

sehari-hari, perlindungan hukum melibatkan institusi-institusi 

 
18 Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani,2021. Prinsip The Best Interest Of The Children 

Proses Peradilan Anak. Umsu Press Medan.  Hlm. 46-48. 
19 Sihombing, A. N. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan 

Pekerja pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). 
Hlm. 1-5 

20 Rahmat, D. (2020). Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum 
Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia. Empowerment: Jurnal Pengabdian 
Masyarakat, 3(01). Hlm. 39. 
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seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lain di luar 

pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan ini dapat dibagi menjadi 

tindakan preventif, seperti pembuatan peraturan, dan tindakan 

represif, seperti penegakan hukuman untuk memastikan kepatuhan 

terhadap peraturan yang telah ditetapkan.  

2.1.2 Konsep Perlindungan Hukum 

Menurut Sholeh Soeidy, Konsep perlindungan hukum 

terhadap anak mencakup semua usaha Untuk mencegah, melakukan 

rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan 

salah, eksploitasi, atau penelantaran guna memastikan hidup dan 

perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka yang normal, 

pemerintah mengadopsi dua pendekatan perlindungan hukum. 

Pendekatan preventif melibatkan pembuatan aturan yang membatasi 

pelanggaran sebelum terjadi. Pendekatan represif melibatkan 

penerapan sanksi seperti denda, penjara, dan tindakan hukuman 

lainnya setelah terjadi pelanggaran atau sengketa.21 

2.1.3 Pengertian Anak 

Anak Menurut KUHP seorang anak dalam hukum pidana 

dijelaskan seseorang yang belum bisa dikatakan mencapai usia 

dewasa dan memiliki hak-hak tertentu dan dilindungi oleh peraturan 

dan negara yang berlaku, dengan tujuan untuk membantu proses 

 
21 Fadillah, A. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi 

Perundungan. Jurnal Belo, Vol. 5 No. (1), 86-100. Hlm. 95-96 
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normalisasi perilaku menyimpang, membangun kepribadian dan 

tanggung jawab, dan menjamin kesejahteraan bagi anak yang belum 

mencapai usia lima belas tahun.22 Menurut UU Sistem Peradilan 

Pidana Anak, anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum 

berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.23  

2.2 Tinjauan tentang Pertanggungjawaban 

2.1.1 Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban timbul karena kesalahan; oleh karena 

itu, untuk menetapkan kesalahan, penyelidikan harus dilakukan 

terhadap kondisi psikologis pelaku tindak pidana yang melakukan 

tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kondisi psikologis 

pelaku harus dipertimbangkan untuk menilai apakah ada atau 

tidaknya kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Penilaian 

kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan apakah ada atau 

tidaknya pertanggungjawaban pidana karena fakta bahwa tindak 

pidana adalah hasil dari kesalahan. Berikut ini adalah teori 

pertanggungjawaban menurut para ahli: 

1. Jonathan Herring, elemen metal dalam hukum pidana selalui 

terkait dengan kesalahan atau pencelaan sebagai dasar dari 

pertanggungjawaban pidana, dan elemen ini juga merupakan 

bagian mens rea. 

 
22 Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
23 Pasal 1 ayat (3) U-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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2. Menurut Pompe Kemampuan bertanggungjawab dapat 

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk secara sadar 

mengontrol dan mengatur pikiran serta tindakannya, sehingga 

ia dapat memahami dampak dari setiap keputusan yang 

diambil dan bertindak sesuai dengan pemahaman moral dan 

etika yang dimilikinya. 

3. Menurut Peter Mahmud Marzuki, seseorang dianggap 

memiliki kesalahan jika ia memiliki kemampuan untuk 

bertanggungjawab.24  

4. Roeslan Saleh, bahwa pertanggungjawaban pidana merujuk 

pada penerusan pencelaan objektif yang melekat pada 

tindakan pidana, serta subjektifnya memenuhi syarat untuk 

dipidanakan karena perbuatannya.25 

5. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab 

adalah saat hukuman pidana dapat dibenarkan baik dari sudut 

pandang umum maupun individu. Menurutnya, seorang pelaku 

tindak pidana dianggap mampu bertanggungjawab jika ia 

memenuhi dua kondisi berikut: pertama, ia dapat menyadari 

bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; kedua, ia 

 
24 Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. (2016). Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana 

Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Penerbit Kencana 
Jakarta. Hlm. 35-45 

25 Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban 
pidana Perkembangan dan Penerapan, Kota Penerbit: Jakarta, PT Rajawali Press, hlm.21. 
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memiliki kemampuan untuk mengatur kehendaknya sesuai 

dengan kesadaran tersebut.26 

Menurut teori monistis, tidak mungkin untuk membedakan 

tindak pidana dari kesalahan. Prinsip "tidak ada pidana tanpa 

kesalahan" diterapkan oleh teori ini karena kesalahan merupakan 

komponen dari tindak pidana dan merupakan bagian dari 

pertanggungjawaban pidana. Jika semua elemen tindak pidana 

terbukti, itu akan membuktikan adanya tindak pidana dan 

pertanggungjawaban pidana. Jika terdapat unsur kesalahan dalam 

tindak pidana, pembuatnya bertanggung jawab atas tindak pidana 

tersebut. Namun, ada pengecualian di mana pembuat tidak dipidana. 

Ini dapat terjadi karena mereka tidak dapat bertanggung jawab atas 

alasan peniadaan pidana, baik karena alasan pembenaran maupun 

pemaafan. Disisi lain Teori dualistis membedakan tindak pidana dari 

kesalahan. Teori ini berpendapat bahwa kesalahan, atau mens rea, 

merupakan komponen yang menentukan pertanggungjawaban 

pidana daripada tindak pidana itu sendiri. Mens rea harus dibedakan 

dari actus reus, atau tindak pidana, yang menjadi bagian dalam 

perbuatan melawan hukum. Karena pertanggungjawaban pidana 

hanya didasarkan pada kesalahan yang dilakukan pelaku, 

pertanggungjawaban pidana hanya terkait dengan mens rea. 

 
26 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Kota Penerbit: Depok, Raja Grafindo Persada, 

hlm 85. 



 
 

24 
 

2.1.2 Konsep Pertanggungjawaban 

Roeslan Saleh menjelaskan konsep pertanggungjawaban 

pidana sebagai proses di mana seseorang secara subjektif memenuhi 

syarat untuk dikenakan pidana atas perbuatan pidananya sambil 

menerima celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana 

tersebut. Prinsip utama bahwa kesalahan (mens rea) adalah 

komponen penting dari konsep pertanggungjawaban pidana ini.  

2.3 Tinjauan Perundungan di Media Sosial  

Menurut Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin menyatakan bahwa 

perundungan di media sosial termasuk tindakan yang merugikan atau 

perilaku intimidasi, penghinaan, atau ancaman secara berulang-ulang 

dilakukan oleh anak-anak atau remaja melalui komputer, ponsel, atau 

perangkat elektronik lainnya.27 Hertz menjelaskan bahwa perundungan di 

media sosial adalah jenis penindasan atau kekerasan yang termasuk ejekan, 

penyebaran berita palsu, penggunaan bahasa kasar, , ancaman, atau 

komentar agresif yang dikirim melalui email, obrolan online, pesan instan, 

situs web, atau pesan singkat. Hinduja, Patchin, dan Smith mendefinisikan 

perundungan di media sosial sebagai perilaku agresif, intensif, dan berulang 

yang dilakukan oleh individu atau kelompok menggunakan media 

elektronik dan teknologi untuk menyerang individu tertentu. perundungan 

 
27 Devi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya 

(Cyber Bullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Universitas islam kalimantan MAB). 
Hlm. 3 
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di media sosial atau tindakan pelecehan dan penghinaan yang dilakukan 

pelaku kejahatan terhadap korbannya di dunia maya. Ini dapat terjadi 

melalui status, pesan teks, surel, atau platform seperti Facebook, Twitter, 

Instagram, atau lainnya, baik melalui telepon atau komputer.28 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 RIO BAGASKARA. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak 

Cyberbulling Di Media Sosial” (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara). 
Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara 2018, hlm. 26-28. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di media 

sosial yang ada di Indonesia. 

3.1.1 Pengeritan Perundungan dan Perlindungan  

Perundungan berasal dari kata "rundung", yang berarti 

mengganggu, mengusik, atau menyusahkan. Jika digabungkan 

dengan  kata "siber" dengan istilah "cyberbullying", yang merujuk 

pada perundungan di media sosial.  Indonesia dapat dikatakan 

negara yang berlandaskan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila, menegakkan prinsip moral, etika, dan ahklak yang mulia, 

dan menjunjung tinggi karakter unggul negara. Negara ini juga 

teguh dalam iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 

menghargai keragaman dalam kehidupan sosial, nasional, dan 

internasional. 

Perundungan di media sosial merujuk pada perilaku 

intimidasi, penghinaan, atau ancaman yang dilakukan melalui 

platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan 

lainnya. Ini bisa termasuk menyebarkan informasi palsu atau 

merugikan, mencemari nama baik seseorang, atau membuat 

komentar yang menyinggung secara emosional. Perundungan di 

media sosial, adalah aspek baru dari kejahatan yang harus 
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diperhatikan oleh masyarakat di dalam dan di luar negeri. Kejahatan 

ini terjadi karena kemajuan teknologi yang cepat tetapi tidak diikuti 

dengan pemanfaatan teknologi yang benar. Selain itu, kurangnya 

etika pengguna media sosial menyebabkan kejahatan ini terjadi.29 

Diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak dalam 

menghadapi tindakan perundungan yang semakin marak di kalangan 

pelajar. Karena perundungan adalah masalah bersama, Untuk 

menangani masalah ini, penting untuk memahami akar 

permasalahan dengan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya 

perilaku perundungan. Yang dimana kita tahu dampak dari 

Perundungan di media sosial dapat mempengaruhi psikologis yang 

serius pada korban dan menjadi masalah yang signifikan dalam 

lingkungan digital saat ini.  

Di Indonesia, juga ada perlindungan terhadap kedudukan 

dan kehormatan setiap warga negara. Perlindungan hukum 

memastikan bahwa harkat dan kedudukan seseorang serta hak-hak 

asasinya diakui dan terlindungi sesuai dengan peraturan hukum yang 

berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah upaya untuk 

melindungi individu atau hak-hak tertentu sesuai dengan undang-

undang yang berlaku, serta sistem yang mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan.30 Perlindungan hukum adalah segala upaya penegak 

 
29 Rini, E. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Dengan 

Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Pp No 43 Tahun 2017. Lex Crimen, Vol. 10 No. (11). 
30 Panjaitan, R. D., & Zukriadi, D. (2024). PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM 

TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL. 
SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 6 No. (3).  
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hukum untuk melindungi saksi dan korban dari ancaman gangguan, 

teror, dan kekerasan selama penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

dan persidangan di pengadilan.31 

3.1.2 Perlindungan Hukum terhadap anak korban perundungan di 

media sosial  yang ada di Indonesia  

Anak dapat dikategorikan seseorang yang belum dewasa, 

baik itu anak laki-laki atau Perempuan. Anak juga dapat diartikan 

orang yang lahir karena adanya perkawinan. Berdasarkankan 

Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dimaksud dalam 

undang-undang adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang 

telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap korban 

perundungan diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan 

Anak, yang mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 

tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.  

Anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari 

perlakuan buruk seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan 

penelantaran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang 

tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan 

memastikan hak-hak mereka terpenuhi serta melindungi mereka dari 

kekerasan dan perlakuan salah. Anak-anak juga berhak mendapatkan 

 
31 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan 

Saksi 
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bantuan hukum dan bantuan lainnya jika mereka terlibat dalam 

tindak pidana. Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa ketentuan ini dijalankan dengan baik.32 

Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa 

kementrian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di 

bidang perlindungan anak harus bekerja sama dengan lembaga yang 

terkait dengan perlindungan anak. Koordinasi yang dilakukan 

melibatkan pengawasan, penilaian, dan laporan tindakan 

perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu 

ditegaskan bahwa undang-undang yang berlaku telah membentuk 

Komisi Perlindungan Anak yang ditugaskan kepada setiap 

pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan hak-hak seorang anak dan pemenuhan hak-hak mereka. 

Dengan adanya Komisi Perlindungan Anak di setiap daerah, 

lembaga independen tersebut akan bertanggung jawab untuk 

melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan atau anak-anak 

yang menjadi korban kekerasan. 

Definisi kekerasan terhadap anak anak adalah tindakan yang 

mengakibatan penderitaan atau kesengsaraa, baik secara fisik, 

mental, seksual, pengancaman atau melalui penelantaran. Ini 

termasuk tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan tindakan 

 
32 Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat 1A, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20. 

Undang-Undang  No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak 
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kekerasan seperti intimidasi, penghinaan, atau ancaman, 

keasusilaan, pornografi, memperalat anak untuk melakukan 

kejahatan dan sebagainya tindakan ini dikategorikan termasuk dalam 

tindakan perundungan anak di media sosial kepada anak. Tindakan-

tindakan seperti bukan hanya terjadi di kehidupan nyata akan tetapi 

juga terjadi ketika kita menggunakan media sosial oleh karena itu 

inilah yang menjadi tugas para penegak perlindungan anak untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada korban.  

Hukum dapat dikatakan menjadi sebagai fungsi atau alat 

untuk memberikan perlindungan bagi manusia, dengan tujuan utama 

mencapai keadilan. Hukum dapat berjalan secara damai dan 

seimbang apabila diikuti dengan taat oleh manusia, namun tidak 

dapat dihindari bahwa masyarakat bisa melakukan pelanggaran 

hukum, baik di kehidupan yang nyata maupun di media sosial. 

Kejahatan siber mencakup berbagai aktivitas, mulai dari ancaman 

yang disebarkan melalui internet hingga pengiriman pesan teks dan 

surel yang dapat menyebabkan rasa sakit dan ketakutan. Jenis 

intimidasi ini sulit diidentifikasi dan sering kali sangat 

berbahaya.Perlindungan hukum juga diakomodasi dalam Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.  

Lantas bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak 

pidana perundungan melalui media sosial di Indonesia yang dimana 
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perundungan di meda sosial memiliki bermacam-macam bentuk 

kejahatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Memang tidak ada 

peraturan yang mengatur secara spesifik terhadap perundungan di 

media sosial akan tetapi di Indonesia masih memiliki peraturan yang 

terkait terhadap tindak pidana perundungan melalui media sosial 

peraturan tersebut yang bisa kita jadikan dasar hukum dalam 

perlindungan hukum terhadap orang dewasa maupun anak-anak 

yang mengalami tindakan perundungan di media sosial yaitu 

Undang-Undang ITE. 

Karena undang-undang ITE memberikan perlindungan 

hukum kepada korban tindak pidana perundungan di media sosial, 

juga dikenal sebagai perundungan di media sosial, perlindungan 

hukum merupakan fungsi hukum. Sarana perlindungan hukum 

terdiri dari dua kategori: preventif dan represif. Perlindungan hukum 

represif hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh peraturan-

peraturan seperti ganti rugi, penjara, dan hukuman lainnya yang 

dapat diterapkan berdasarkan tindakan yang dilakukan. Dalam 

sistem ini, sanksi dapat diterapkan sebagai tindak balas atas 

pelanggaran. Sebaliknya, perlindungan hukum preventif dibantu 

oleh masyarakat, media massa, dan pelaku usaha. Mereka 

meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak anak dan hukum yang 

berlaku untuk melindungi anak dari perundungan di media sosial, 

seperti perundungan di media sosial. Media masa melakukan banyak 
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hal untuk memberikan informasi dan materi edukasi tentang hal-hal 

sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak, dengan 

tujuan utama memprioritaskan kepentingan terbaik anak.  

Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum 

perundungan di media sosial ada dalam Undang-Undang – Undang 

No.1 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 

2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik: 

 Siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

informasi yang mengandung bertujuan untuk menyebarkan foto atau 

video yang mengandung kesusilaan (termasuk dalam jenis 

perundungan di media sosial Denigration dan Outing), serta 

menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tuduhan 

yang disebarluaskan melalui sistem elektronik, dapat dikenai sanksi 

(termasuk dalam jenis perundungan di media sosial Harassment dan 

Denigration). Selain itu, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa 

izin menyebarkan atau mengirimkan informasi atau dokumen 

elektronik untuk keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan 

hukum, atau mengancam menggunakan kekerasan, serta 

menyebarkan informasi yang memicu kebencian atau permusuhan 

terhadap individu atau kelompok, dapat dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku.  
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Hal ini juga mencakup penyebaran informasi, file, pesan, dan 

video yang berisi ancaman kekerasan langsung kepada seseorang 

(termasuk dalam jenis perundungan di media sosial cyber stalking, 

harassment, dan flaming). Sedangkan perlindungan hukum terhadap 

penipuan (bentuk perundungan di media sosial Outing ) 

menyebarkan berita palsu hingga mengakibatkan adanya kerugian 

terhadap pengguna dalam melakukan transaksi di sosial media 

dengan membujuk seseorang atau menipu untuk mendapatkan 

rahasia pribadi dengan bertujuan untuk menyebarkan rahasia telah 

diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. 

Dari penjelasan pasal diatas mengatur mengenai penipuan dalam 

konteks transaksi elektronik. Meskipun belum sepenuhnya 

memenuhi unsur cyber impersonation.  

Dari penjelasan diatas berdasarkan ketentuan yang ada akan 

memberikan perlindungan hukum bagi korban perundungan di 

media sosial. Karena sebagai warga Indonesia, kita seharusnya 

sepenuhnya mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku terhadap 

tindak pidana yang terjadi di sosial media termasuk dalam kategori 

tindakan perundungan di media sosial. 33 Kita juga harus mematuhi 

undang-undang ini saat berinteraksi di media sosial. Korban 

perundungan di media sosial memiliki hak untuk melaporkan 

 
33 Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2)  Undang-

Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan 
atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Laporan dapat diajukan ke 

kepolisian dengan menyertakan bukti-bukti berupa tangkapan layar 

(screenshot) atau rekaman lain yang menunjukkan terjadinya 

perundungan di media sosial. Walaupun pengaturan mengenai tindak 

pidana perundungan di media sosial belum memiliki peraturan yang 

mengatur secara spesifik akan tetapai dengan adanya Undang-

Undang ITE, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan bagi 

korban perundungan di media sosial dan memastikan bahwa korban 

dilindungi dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum 

anak meliputi beberapa aspek sebagai berikut:  

1. Perlindungan terhadap hak-hak aasasi dan kebebasan anak 

Sistem kesejahteraan anak dan keluarga diterapkan dalam 

kerangka kebijakan yang berkelanjutan dan mencakup tingkat 

makro hingga mikro, karena anak-anak memiliki hak-hak yang 

merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia dan terkait 

dengan peran negara. 

2. Perlindungan anak dalam proses peradilan 

Anak-anak yang menjadi saksi atau korban berhak atas 

perlindungan pribadi, perlindungan identitas, perawatan medis, 

dan bantuan hukum. Sepanjang proses hukum, pemerintah dan 

lembaga terkait bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

hak-hak ini dilindungi dan dipenuhi. Anak-anak yang menjadi 

korban pelecehan harus menerima perlindungan yang tidak 
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hanya melindungi keselamatan pribadi, keluarga, dan harta 

benda mereka, tetapi juga melindungi mereka dari ancaman 

untuk memberikan kesaksian, baik saat ini maupun sebelumnya. 

Perlindungan keselamatan, keluarga, dan harta benda mereka 

adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. 

Korban, yang paling sering terkena dampak, memiliki hak 

untuk berpartisipasi dalam proses menentukan jenis 

perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan.Hak-hak lain 

yang harus dijamin sejalan dengan hak korban untuk 

mendapatkan perlindungan terbaik. Korban tindak pidana 

memiliki hak yang diatur oleh undang-undang. Korban dapat 

menerima kompensasi seperti biaya perawatan medis atau 

psikologis, kehilangan kekayaan atau penghasilan, atau 

kerugian yang terkait dengan penderitaan yang disebabkan oleh 

tindakan pidana.34 

3. Perlindungan anak dari segala tindak pidana di media sosial atau 

di dunia nyata (intimidasi, penghinaan, atau ancaman, 

keasusilaan, pornografi,dan tindakan lainnya) 

Seorang anak yang mengalami tindakan  perundungan di 

media sosial dilindungi dengan berdasarkan Undang-Undang 

No.1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No.19 

 
34 Pasal 4 dan Pasal 7A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-

Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
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Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).35 

Seorang anak yang mengalami tindak pidana yang 

disebutkan diatas, dalam di dunia nyata, berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Semua orang di Indonesia 

berhak dilindungi dari ancaman pidana perundungan atau 

perundungan di media sosial yang dapat mempengaruhi siapa 

pun. Peraturan KUHP Indonesia dapat mengkategorikan 

tindakan perundungan di media sosial berdasarkan beberapa 

pasal yang mencakup berbagai jenis perundungan di media 

sosial sebagai berikut: 

a. Di Indonesia, seseorang yang melakukan tindak pidana baik 

dalam keadaan sadar atau tidak sadar dalam mencemarkan 

nama baik atau kehormatan orang lain dengan tuduhan atau 

fitnah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan 

tanpa alasan yang jelas dan diketahui umum, dapat 

dihukum penjara selama sembilan bulan. (Terkait dengan 

tindakan perundungan di media sosial dalam bentuk 

harassment.) 

b. Tindakan menyebarkan tulisan dan gambar yang 

mencemarkan nama baik orang lain di depan umum dapat 

mengakibatkan pidana penjara selama satu tahun empat 

 
35 Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. Jurnal Rechtens, Vo. 9 No.2 , 153-168. 
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bulan. (Hal ini berkaitan dengan tindakan perundungan di 

media sosial dalam bentuk harassment.)36 

4. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan 

Dalam UUD 1945. Anak-anak, sebagai subjek dan warga 

negara, berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

pelanggaran hak-hak konstitusional orang lain. Ini adalah 

ketentuan yang tegas dalam konstitusi negara Indonesia dan 

juga sebagai jaiminan bahwa setiap orang berhak untuk 

diperlakukan secara adil dalam sistem hukum dan dilindungi 

dari ancaman terhadap kehidupan, keluarga, kehormatan, dan 

harta benda mereka. Selain itu, setiap orang berhak untuk 

merasa aman dari intimidasi atau tekanan untuk mengambil 

keputusan apa pun, dan tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak 

adil yang disebabkan oleh alasan apa pun.37  

Upaya-upaya yang harus ki ita lakukan untuk meinghiindarii 

te irjadi inya pe irundungan di ime idiia sosiial adalah Peintiing untuk 

me imiiliikii ke isadaran diiri i dalam me ingontrol ti indakan yang dapat 

me irugiikan orang lai in. Se ibagai i re imaja, ki ita harus meinyadarii 

peintiingnya me inggunakan te iknologi i seicara bi ijak dan ti idak me inyaki itii 

peirasaan orang lai in. Meimbangun komuni ikasii yang bai ik de ingan 

orang tua dan me impeirkuat peinge indali ian diiri i adalah langkah 

 
36 Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
37 Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 29I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
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peintiing. De ingan me ineirapkan upaya-upaya i inii, diiharapkan kasus 

perundungan di media sosial di i kalangan re imaja dapat beirkurang. 

3.3 Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana 

perundungan anak di media sosial yang ada di Indonesia. 

3.2.1 Pertanggungjawaban Pelaku 

Pe irtanggungjawaban pi idana me ineintukan apakah te irdakwa 

atau teirsangka dapat di ipeirtanggungjawabkan atas ti indakan pi idana. 

Pe ine intukan apakah se iseiorang akan di ihukum atau ti idak beirgantung 

pada apakah ada keisalahan yang di ilakukan saat ti indakan te irse ibut 

di ilakukan. Se ise iorang akan di ikeinakan hukuman pi idana ji ika teirbukti i 

meilakukan tiindak pi idana. Asas keisalahan, atau asas culpabi iliitas, 

meirupakan bagi ian dari i konseip peirtanggungjawaban pi idana, yang 

meinuntut keiseii imbangan antara pri insi ip ke iadi ilan (asas keisalahan) 

dan keipasti ian hukum (asas le igali itas). Pe irtanggungjawaban pi idana 

di iteirapkan me ilalui i proseis peimi idanaan deingan tujuan me inceigah 

ke ijahatan meilalui i peine igakan hukum, me inyeile isaiikan konfli ik yang 

di ise ibabkan ole ih keijahatan, me imuli ihkan keiseiiimbangan, dan 

meinci iptakan rasa aman di i masyarakat. Pe imiidanaan juga di ilakukan 

untuk meimbantu te irpiidana meinjadii orang yang leibiih bai ik dan 

meinghi ilangkan rasa beirsalah meireika.38 

 
38 Bayuaji, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana kejahatan cyberbullying (studi putusan 

nomor 97/pid. sus/2019/pn. smn). 
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Be irdasarkan peingeirti ian di iatas beirarti i seiseiorang yang 

meilakukan ti indak pi idana pe irundungan anak di i me idiia sosi ial akan 

be irtanggung jawab atas ti indakannya be irdasarkan keite intuan hukum 

yang ada, be irdasarkan keiteintuan yang ada me ireika yang meilakukan 

tiindakan peirundungan di i meidiia sosiia dapat meinghadapi i sanksii 

seipe irti i peinjara dan deinda, seisuai i deingan jeiniis pe ilanggaran yang 

meireika lakukan, se ipeirti i peinceimaran nama bai ik, pe inghiinaan, atau 

ancaman keikeirasan yang di isampai ikan meilalui i platform onli inei. 

Laporan dan bukti i seipeirti i tangkapan layar atau re ikaman diigi ital yang 

di imana sangat meimbantu proseis hukum dalam meilakukan age inda 

pe imbukti ian. Peime iriintah ataupun le imbaga te irkaiit meimiiliikii peiran 

krusi ial dalam meine igakkan hukum untuk me iliindungi i anak-anak dari i 

ri isi iko dan dampak neigati if cybeirbullyiing, seirta me imbeiri ikan 

pe irli indungan yang opti imal bagi i para korban. 

Pe irtanggungjawaban pi idana adalah peimbuktiian bahwa 

seiorang te irsangka atau te irdakwa be irtanggung jawab atas ti indak 

pi idana yang teilah teirjadi i seibeilumnya. Pada dasarnya, 

pe irtanggungjawaban pi idana adalah meikani ismei yang di ibuat untuk 

meinanggapi i peilanggaran hukum.  Pe ilanggaran dapat beirkiisar darii 

yang keiciil seipeirti i peilanggaran lalu li intas hi ingga yang se iri ius seipeirti i 

pe imbunuhan, peincuriian, peinganiiayaan ri ingan atau be irat, atau 

korupsi i. tanggung jawab meimiiliikii unsur-unsur yang meineintukan 

dan me injawab apakah se iseiorang dapat di ipiidana atas ti indakan yang 

teirjadi i. Untuk dapat di imi intai i peirtanggungjawaban, se iseiorang harus 
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meime inuhi i dua syarat peirtanggungjawaban pi idana: adanya ti indak 

pi idana dan keimampuan beirtanggung jawab. Ke isalahan tiidak dapat 

di ihiindari i dalam peirtanggungjawaban pi idana. Untuk di ipiidana kare ina 

pe irtanggungjawaban pi idana, seiseiorang harus me imeinuhi i syarat-

syarat beiriikut: 

1. Keiseingajaan  

Keiseingajaan adalah ni iat sadar dalam meilakukan se isuatu atau 

tiidak sadar dalam me ilakukan se isuatu yang di iatur atau di ilarang 

oleih hukum, de ingan tujuan untuk me imeinuhi i eileimein-eileimein 

yang harus teirpeinuhi i meinurut hukum untuk me imbuktiikan 

bahwa suatu peirbuatan adalah me ilanggar undang-undang, 

teirmasuk unsur pe irbuatan, keiseingajaan atau keialpaan, dan hasi il 

atau akiibat darii peirbuatan teirseibut.  

2. Keialpaan 

Dalam KUHP ti idak diite imukan  peinge irti ian  seicara teigas 

meingeinaii konseip ke ialpaan. Ole ih kareina iitu, untuk meimahami i 

arti i dari i ke ialpaan, peirlu diikaji i darii pe irspe iktiif para ahli i hukum. 

Yang meinyatakan keilalaiian me ingacu pada ke igagalan se ise iorang 

untuk beirti indak seisuai i deingan keiwaji ibannya, yang 

meinyeibabkan teirjadiinya suatu pe irbuatan yang meilanggar 

hukum dan ti idak me imeinuhi i standar yang ada. Keilalai ian biisa 

teirwujud keiti ika se ise iorang ti idak beirti indak se isuaii deingan standar 

yang seiharusnya di ipatuhii, kareina ti indakannya seindiiri i. 

3. Alasan Peinghapusan Pi idana 
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Teirhapusnya pi idana meirupakan suatu aturan yang pali ing 

utama yang di ibe iriikan keipada haki im dalam prose is peiradi ilan. 

Aturan i inii meingatur beirbagai i si ituasii di i mana seiorang peilaku 

teilah beinar-be inar me ilakukan ti indak piidana se ibagai imana yang 

di iatur pada pe iraturan-pe iraturan yang be irlaku dan se iharusnya 

di ijatuhi i hukuman, namun pada akhi irnya ti idak di iproseis hukum. 

Dalam konte iks iini i, haki im meimiili ikii keibiijaksanaan untuk 

meiniilai i apakah ada keiadaan khusus dalam kasus yang 

be irsangkutan, se isuaii deingan pe ineirapan alasan pe inghapusan 

pi idana. Doktri in meinyatakan bahwa alasan Dua je iniis 

pe inghapusan pi idana adalah meimbeinarkan dan me imaafkan. 

Pe irtanggungjawaban pi idana adalah prose is di i mana 

si iste im hukum meine intukan apakah seiorang peilaku dapat diikeinaii 

hukuman, yang sangat me impe ingaruhi i pe iran haki im dalam 

proseis peiradi ilan. Iinii ti idak hanya beirartii bahwa haki im seicara sah 

harus me imutuskan untuk me injatuhkan hukuman ke ipada peilaku 

ke ijahatan, te itapi i juga meinunjukkan bahwa pe ilaku be inar-be inar 

be irtanggung jawab atas ti indakan kriimi inal yang di ilakukannya. 

Saat me ingadi ilii kasus pi idana, haki im harus me impeirti imbangkan 

seimua bukti i yang diiajukan seilama peirsiidangan, bai ik yang 

meindukung maupun yang me ineintang tuduhan teirseibut. 

Haki im teitap beirtanggung jawab untuk me imahamii seiti iap 

aspe ik tiindak piidana yang di idakwakan, te irmasuk peimbeilaan 

yang mungki in diiajukan ole ih teirdakwa, seipeirti i alasan peinghapus 
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pi idana atau peirmohonan bandi ing, me iski ipun tiidak seilalu 

mungki in bagi i Jaksa Peinuntut Umum untuk me imbukti ikan 

ke isalahan deingan kuat. Peiri ilaku yang meilanggar hukum yang 

be irlaku, yang ti idak bole ih diitunjukkan keipada orang laiin kare ina 

dapat meirusak reiputasi i meireika dan me iliibatkan pi ihak keiti iga 

dalam peiriisti iwa teirseibut, diike inal seibagai i peirbuatan pi idana. 

Aspeik-aspeik i inii me injadi i standar peinti ing untuk meineintukan 

si ifat ti indak pi idana, yang meine ikankan peiriilaku yang me ilanggar 

hukum dan me imbutuhkan pe irti imbangan objeiktiif.39 

Unsur keisalahan be irupa keiseingajaan dan ke ialpaan adalah 

syarat untuk meinuntut peirtanggungjawaban pe ilaku, seibagai imana 

diijeilaskan seibe ilumnya. Keisalahan i inii meincakup makna peinceilaan 

te irhadap i indiivi idu yang te ilah me ilakukan ti indak piidana, kare ina 

peirbuatannya di ianggap beirsalah meinurut hukum yang be irlaku. Oleih 

seibab iitu, seiseiorang harus beirtanggung jawab atas keisalahannya. 

3.2.2 Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana 

perundungan anak di media sosial (cyberbullying)  

Pe ilaku tiindak pi idana pe irundungan anak di i me idiia sosi ial akan 

meinghadapi i konseikueinsii hukum se isuaii de ingan Undang-Undang 

Iinformasi i dan Transaksi i Eile iktroniik (IiTEi) seirta Undang-Undang 

Pe irli indungan Anak. Me ireika biisa teirke ina sanksii se ipeirti i peinjara dan 

 
39 Rizti, N. A., & Priyana, P. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 
HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum 
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de inda teirgantung pada peilanggaran yang di ilakukan, seipeirti i 

pe inceimaran nama bai ik, pe inghi inaan, atau ancaman keike irasan 

meilalui i platform onli inei. Bukti i se ipeirti i tangkapan layar atau re ikaman 

di igiital peintiing untuk me indukung prose is hukum. Peiran peimeiriintah 

dan leimbaga te irkai it sangat peintiing dalam me ineigakkan hukum untuk 

meili indungi i anak-anak darii dampak ne igati if cybeirbullyiing dan 

meimbe iriikan peirli indungan pe inuh keipada korban. 

Deingan pe inggunaan te iknologi i i informasi i dan eile iktroniik, 

ke ibeibasan beireikspre isi i, ke ibeibasan beirpi ikiir, dan akseis teirhadap 

i informasi i meinjadii sangat pe intiing untuk me iniingkatkan 

ke ise ijahteiraan dan keimajuan ne igara, seirta untuk me imasti ikan bahwa 

pe ingguna dan peinye ileinggara si isteim e ileiktroniik aman, adiil, dan 

be ibas darii peilanggaran hukum. Be irbagaii fiitur dii duniia di igiital 

meimungki inkan pe inyeibaran kontein i ileigal, se ipeirti i peirjudiian onliinei, 

pe inghi inaan, peinceimaran nama bai ik, pe ime irasan, ancaman, dan 

pe inyeibaran be iriita palsu dan meinyeisatkan, yang dapat me imeingaruhi i 

transaksii eile iktroniik. 

Se ilai in i itu, ti indakan meinyeibarkan keibe inciian atau 

pe irmusuhan beirdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, se irta 

pe ingiiriiman ancaman keike irasan atau meinakut-nakuti i yang diitujukan 

seicara pri ibadi i. Seimua iinii dapat di ilakukan di i mana saja dan kapan 

saja.  De ingan meimpeirti imbangkan hal-hal i ini i, peime iriintah Iindone isi ia 

meimbuat Undang-Undang I informasi i Transaksi i Eile iktroniik (IiTEi) 

de ingan tujuan me imaksakan unsur je ira teirhadap peilaku keijahatan di i 
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duni ia maya (cybe ircri imei), Beiriikut adalah peirtanggungjawaban 

pe ilaku te irhadap ti indak pi idana peirundungan di i me idiia sosi ial  dan  

putusan-putusan teirhadap tiindak pi idana peirundungan di i meidiia 

sosiial dii Iindoneisi ia:  

Tabel 2. Kasus-Kasus Perundungan Anak Di Media Sosal 

No Korban Pe ilaku Kasus Je iniis 

cybeirbullyiing 

Dampak 

Te irhadap Anak 

1. 
Muri id 

SMK 

Iiniisi ial 

LNAS 

Luluk Nuriil 

(se ileibgram) 

Meinurut KPAI i, 

seile ibgram 

te irse ibut te irli ibat 

dalam ti indakan 

cybe irbullyi ing 

deingan 

me inggunakan 

keike irasan 

veirbal me ilalui i 

platform meidiia 

sosi ial Ti ikTok, 

yang 

me inyeibabkan 

korban, LNAS, 

me inyatakan 

niiat untuk 

Perundungan 

di media 

sosial  

Flamiing 

(Te irbakar) 

 

Harassmeint  

(Gangguan) 

Korban deingan 

iiniisiial Lnas 

meingungkapkan 

keiiingi inannya 

untuk ti idak  

meingi ikutii PKL 

kareina meirasa 

malu di i hadapan 

kawan-

kawannya 

kareina kasus 

teirseibut meinjadi i 

viiral di i meidi ia 

sosiial. 
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beirhe intii 

me ilakukan 

PKL. 40 

2. 
Anak 

dari i Ussy 

Suliisti iaw

aty 

Ne itiizein Kasus di imulaii 

deingan 

postiingan Ussy 

dii meidiia sosiial 

beirupa foto 

keibe irsamaan 

keiluarga. 

Namun, 

neitiizein-neiti izein 

me inyampaiikan 

kome intar yang 

ti idak sopan dan 

beirpote insi i 

me injadi i 

ti indakan bully, 

me inceila 

Perundungan 

di media 

sosial  

De iniigrati ion 

(Pe inceimaran 

nama bai ik) 

deingan 

maksud 

meirusak 

reiputasi i. 

Aki ibat dari i 

peirundungan 

body shami ing 

teirseibut, anak 

Ussy meingalamii 

deipreisi i dan 

meinolak makan 

kareina diibe iri i 

labe il geimuk ole ih 

neiti izein di i meidiia 

sosiial.42 

 
40 Aban, R. (2023, September 2023). Trauma dan Malu, Ini Kondisi Siswi SMK 

Probolinggo Usai Dibentak Luluk Nuril. Retrieved from Suara.com: 
https://www.suara.com/video/2023/09/08/080000/trauma-dan-malu-ini-kondisi-terakhir-
siswi-smk-probolinggo-usai-dibentak-luluk-nuril diakses 9 Juli 2024,7.03 WITA 

42 Justisia, A. (2018, Desember 12). Kasus Bullying Ussy Sulistiawati Dampak 
Pada Kesehatan Anak yang menjadi korban perundungan bisa menderita masalah psikis 
dan kesehatan. Retrieved from tirto.id: https://tirto.id/kasus-bullying-anak-ussy-
sulistiawati-dampak-pada-kesehatan-dbKU, nuril diakses 9 Juli 2024,7.20 WITA 
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kome intar 

neitiizein 

te irse ibut. 

te irmasuk 

kateigoii body 

shammi ing.41 

3. 
Beitrand 

Putra 

Onsu, 

anak dari i 

Rubein 

Onsu 

Ne itiizein Beirmula dari i 

viide io yang 

beireidar di i 

platform 

me idsos, yang 

mana 

seiseiorang 

me ilakukan 

maniipulasi i 

konte in deingan 

me ingganti i 

salah satu 

bagi ian tubuh 

korban de ingan 

tubuh he iwan, 

seirta 

Harassmeint  

(Gangguan) 

 

De iniigrati ion 

(Pe inceimaran 

nama bai ik) 

deingan 

maksud 

meirusak 

reiputasi i. 

Beitrand Putra 

Onsu anak dari i 

Rubein Onsu 

meingalamii 

deipreisi i dan 

teirsaki itii. 
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me ilakukan 

ujaran 

keibe inciian 

deingan 

me ingatakan 

bahwa korban 

adalah anak 

angkat yang 

ti idak layak 

me injadi i bagi ian 

dari i keiluarga 

Rubein Onsu. 43 

Sumber : Tabel ini diolah dari berbagai sumber website seperti, 

Suara.com, Tirto.id, dan Kompas.com 

Berdasarkan tabel di atas, tabel ini dirancang untuk memberikan 

wawasan tentang berbagai kasus perundungan di media sosial yang 

melibatkan anak-anak di Indonesia. Ini membantu dalam memahami jenis-

jenis perilaku, pelaku, dan dampak yang ditimbulkan pada korban. 

 
43 Maharani, R. P. (2020, Januari 18). Kronologi dan Perkembangan Kasus 

Bullying Betrand Peto. Retrieved from Kompas.com: 
https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/18/113000966/kronologi-dan-
perkembangan-kasus-bullying-betrand-peto, nuril diakses 9 Juli 2024,7.10 WITA 
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1. Korban dan Pelaku, pada tabel ini mencatat identitas korban dan 

pelaku dalam setiap kasus, yang mencakup individu dan netizen 

anonim. Ini menunjukkan bahwa siapa pun bisa menjadi korban atau 

pelaku perundungan di media sosial.  

2. Jenis Perundungan di Media Sosial,  flaming (penggunaan bahasa 

kasar), harassment (gangguan berkelanjutan), deningration 

(pencemaran nama baik), dan outing (penyebaran informasi pribadi).  

3. Dampak Terhadap Anak, pada tabel ini menyoroti dampak signifikan 

yang dialami korban, seperti rasa malu, depresi, penolakan terhadap 

aktivitas sosial, dan masalah kesehatan mental lainnya.  

Pada tabel di atas pelaku tindak  perundungan anak di media sosial 

tidak ditindak lanjuti karena beberapa alasan dari korban, berikut adalah 

tambahan mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan 

pada tabel kasus-kasus perundungna anak di media sosial sebagai berikut: 

1. Tanggung Jawab Hukum, pelaku perundungan di media sosial, 

termasuk selebgram dan netizen, memiliki tanggung jawab hukum 

atas tindakan mereka. Mereka dapat dikenai sanksi pidana sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. Ini menyoroti pentingnya 

kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai konsekuensi 

dari perilaku perundungan di media sosial yang merugikan. 

2. Tanggung Jawab Sosial, selain tanggung jawab hukum, pelaku juga 

memiliki tanggung jawab sosial untuk memahami dari tindakan 

mereka terhadap korban. Edukasi mengenai dampak sosial dan 
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psikologis dari perundungan di media sosial perlu ditingkatkan agar 

pelaku menyadari akibat perubatan mereka.  

3. Kesadaran dan Penyesalan, mendorong pelaku untuk mengakui 

kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus dapat menjadi 

langkah awal dalam pemulihan hubungan sosial dan psikologis 

dengan korban. Ini juga mencakup permintaan maaf publik, terutama 

jika tindakan tersebut dilakukan di platfrom yang bersifat publik. 

 

Tabel 3. Putusan-Putusan Perundungan Anak Di Media Sosial 

No Nomor 

Putusan 

Kota Pe ilaku Kasus Jeini is Cybeir 

Bullyi ing 

Putusan 

Pe ingadi ilan 

1.  
160/Pi id.S

us/2020/P

N.Bna 

Banda 

Aceih 

Adanya 

ke imamp

uan 

be irtangg

ungjawa

b dari i 

pe imbuat 

(pe ilaku) 

Mohd 

Ri ieifko 

Juanda 

Meilakukan 

peingancaman dan 

peimeirasan 

te irhadap anak-

anak deingan 

seingaja meilalui i 

me idiia sosiial 

deingan 

me inyeibarkan 

seisuatu yang 

me imalukan. 

(adanya ke isalahan 

Perundunga

n di meda 

sosial 

Flamiing 

(Teirbakar) 

 

Harassmeint  

(Gangguan) 

Pada putusan 

teirseibut haki im 

meinjatuhkan 

piidana peinjara 

se ilama 1 (satu) 

tahun, 10 

(se ipuluh bulan) 

dan deinda 

se ibanyak 

Rp. 

10.000.000,00-, 

(se ipuluh juta 
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Bi in 

M.Sai iful 

yang beirupa 

keiseingajaan dan 

keialpaan.) 

tiindakan yang 

diilakukan Mohn 

Riie ifko Juanda 

te irmasuk dalam 

unsur 

keiseingajaan. 

. 

rupiiah) ji ika 

peilaku ti idak 

sanggup untuk 

meimbayar, 

diitambah piidana 

kurungan seilama 

2 (dua) bulan. 

(Darii putusan 

teirseibut dapat 

diikatakan ti idak 

adanya unsur 

alasan pe imaaf.) 

2. 
97/Pi id.Sus

/2019/PN 

Smn 

Sle iman Adanya 

ke imamp

uan 

be irtangg

ungjawa

b dari i 

pe imbuat 

(pe ilaku) 

Muham

mad Ariif 

Alfiian 

Meinyuruh anak-

anak me ilakukan 

keike irasan dan di i 

viide io, ti indakan 

te irse ibut di ilakukan 

deingan se ingaja 

seirta 

me indiistriibusiikan 

viide io teirseibut   

yang teirmasuk 

unsur pe inghi inaan 

Perundunga

n di media 

sosial 

Deini igrati ion 

(Peinceimara

n nama 

baiik) 

de ingan 

maksud 

meirusak 

reiputasii. 

Pada putusan 

teirseibut haki im 

meinjatuhkan 

piidana peinjara 

se ilama 5 

(bulan), deingan 

deindan 

Rp. 

10.000.000,00-, 

(se ipuluh juta 

rupiiah) ji ika 
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Als. Ariif 

Bi in 

Maksum 

hiingga 

me ingaki ibatkan 

nama seiseiorang 

me injadi i jeile ik 

(adanya ke isalahan 

yang beirupa 

keiseingajaan dan 

keialpaan.) 

tiindakan teirdakwa 

Muhammad Ari if 

Alfiian  teirmasuk 

dalam beintuk 

keiseingajaan dan 

keialpaan. 

 

peilaku ti idak 

sanggup untuk 

meingganti i 

keirugiian  maka 

diigantii de ingan 

kurungan seilama 

1 (satu) bulan. 

(Darii putusan 

teirseibut dapat 

diikatakan ti idak 

adanya unsur 

alasan pe imaaf.) 

3. 
1466/Pi id.

Sus/2017/

PN 

JKT.SE iL 

Jakarta 

Se ilatan 

Heirmaw

an 

als.Uheir 

Me inyeibarkan 

viide io asusi ila di i 

me idiia sosiial dan 

me impeirdagangka

n mateiri i 

pornografi i anak 

tanpa iiziin. 

(adanya ke isalahan 

Cybeirbullyii

ng 

Deini igrati ion 

(Peinceimara

n nama 

baiik) 

de ingan 

maksud 

Pada putusan 

teirseibut haki im 

meinjatuhkan 

piidana peinjara 

se ilama 3 (ti iga) 

tahun dan 6 

(einam) bulan 

dan deinda 
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yang beirupa 

keiseingajaan.) 

tiindakan teirdakwa 

Heirmawan  

te irmasuk dalam 

beintuk 

keiseingajaan 

meirussak 

reiputasii 

 

Perundunga

n di media 

sosial 

Outi ing yaiitu 

meinyeibarlu

askan foto 

pri ibadi i 

orang lai in.  

 

 

se ibeisar Rp. 

500.000.000,00,

- (li ima ratus juta 

rupiiah), ji ika 

peilaku ti idak 

sanggup untuk 

meimbayar maka 

diigantii de ingan 

piidana kurungan 

se ilama 3 (ti iga) 

bulan. (Dari i 

putusan te irse ibut 

dapat diikatakan 

tiidak adanya 

unsur alasan 

peimaaf.) 

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia 

Berdasarkan tabel putusan-putusan perundungan anak di media 

sosial, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sistem 

peradilan di Indonesia dalam menangani kasus-kasus perundungan 

anak di media sosial, khususnya yang melibatkan anak-anak. Berikut 

adalah hasil mengenai tabel di atas: 
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1. Konteks Sosial dan Hukum 

a. Kesadaran Hukum, tabel ini menggambarkan tingkat 

keseriusan yang diberikan oleh sistem hukum terhadap kasus-

kasus perundungan anak di media sosial. Ini menunjukkan 

bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak hanya dianggap 

sebagai pelanggaran sosial tetapi pelanggaran hukum yang 

serius. 

b. Perlindungan Anak, anak-anak merupakan kelompok yang 

rentan mendapatkan perlindungan hukum khusus. Pada tabel 

ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk melindungi 

hak-hak anak dan memberikan keadilan bagi mereka yang 

menjadi korban perundungan di media sosial. 

2. Rincian Kasus 

a. Deskripsi Pelaku dan Kasus, setiap kasus dalam tabel diatas 

menjelaskan siapa pelaku, jenis tindakan yang dilakukan, dan 

cara tindakan tersebut dieksekusi. Seperti, ancaman atau 

pemerasan melalui media sosial, penyebaran video atau 

gambar yang merendagkan, hingga penggunaan materi 

pornografi anak. 

b. Jenis Perundungan Anak Di Media Sosial, Tabel diatas 

mengkalsifikasikan jenis perundungan anak di media sosial 

yang terjadi, seperti flaming (penggunaan bahasa kasar), 

harassment (gangguan berkelanjutan), deningration 

(pencemaran nama baik), dan outing (penyebaran informasi 
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pribadi). Klasifikasi ini membantu dalam memahami sifat dan 

dampak dari berbagai bentuk perundungan di media sosial. 

3. Dampak dan Hukuman  

c. Putusan Pengadilan, Tabel diatas menunjukkan hasil dari 

proses hukum, termasuk lama hukuman penjara dan besaran 

denda yang dijatuhkan kepada pelaku. Misalnya, hukuman 

penjara berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, 

tergantung pada beratnya pelanggaran. 

d. Tanggung Jawab Pelaku, dengan menyoroti kemampuan 

bertanggungjawab dari pelaku, tabel ini mengindikasikan 

bahwa tindakan yang disengaja dan dilakukan dengan 

pengetahuan akan dampaknya mendapatkan hukuman 

setimpal. 

4. Implikasi Lebih Lanjut 

e. Pencegahan dan Kesadaran Publik, pada tabel ini berfungsi 

sebagai alat edukasi public, menunjukkan bahwa tindakan 

perundungan di media sosial dapat mengakibatkan 

konsekuensi hukum yang serius. Ini diharapkan dapat 

mencegah orang lain dari melakukan tindakan serupa. 

f. Kebijakan dan Reformasi, data dalam tabel ini dapat 

digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengevaluasi 

efektifitas undang-undang saat ini dan mempertimbangkan 

reformasi yang mungkin diperlukan untuk memperkuat 

perlindungna hukum bagi anak-anak. 
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Secara keseluruhan, tabel ini tidak hanya mencatat hasil dari kasus 

perundungan anak di media sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sumber 

informasi penting bagi masyarakat, penegak hukum, dan pembuat 

kebijakan tentang bagaimana perundungan anak di media sosial ditangani 

secara legal di Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari beberapa putusan 

dan kasus-kasus pada table diatas, mengandung unsur-unsur perundungan 

di media sosial di dalamnya yaitu tindakan yang melibatkan alat bantu 

komunikasi untuk: 

1. Merendahkan/menjatuhkan orang lain 

2. Menyebarkan informasi korban di public atau media sosial hingga 

mengakibatkan perundungan di media sosial terjadi. 

3. Mengancam dan memeras demi keuntungan pribadi bagi pelaku. 

4. Serta bermacam-macam serangan lainnya. 

Oleh karena itu dengan penerapan ketentuan pidana terhadap 

tindak pidana perundungan di media sosial yang harus 

dipertanggungjawabkan oleh si pembuat (pelaku), yang berdasarkan 

dengan ketentuan yang berlaku terhadap tindak pidana perundungan anak 

di media sosial. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Pe irli indungan hukum te irhadap korban perundungan anak di media sosial 

di i Iindoneisi ia dii atur dalam beirbagaii perundang-undangan yang 

meincakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pe irli indungan 

Anak, Undang-Undang Pe irli indungan Saksi i dan Korban, seirta Undang-

Undang I informasi i dan Transaksii Eile iktroniik (I iTEi). Pe irli indungan i inii 

meili iputii hak-hak korban untuk diili indungi i dari i ancaman ke ikeirasan, 

pe inghi inaan, dan peinceimaran nama bai ik dii media sosial. Perlindungan 

anak meliputi beberapa aspek, perlindungan hak-hak dan kebebasan 

anak, perlindungan anak dari peradilan, perlindungan anak dari segala 

tindak pidana di media sosial, dan perlindungan terhadap anak-anak 

jalanan. 

2. Pe irtanggungjawaban te irhadap peilaku ti indak pi idana pe irundungan anak 

di i meidiia sosiial meiliibatkan beirbagaii aspeik hukum yang di iatur dalam 

Undang-Undang I informasi i dan Transaksi i Eile iktroniik (IiTE i) seirta 

Undang-Undang Peirli indungan Anak. Pe ilaku dapat di ikeinaii sanksii 

pi idana se ipeirti i peinjara dan deinda se isuaii deingan jeiniis pe ilanggaran yang 

di ilakukan, seipeirti i peinceimaran nama bai ik, peinghi inaan, atau ancaman 

ke ikeirasan. Proseis hukum me iliibatkan peingumpulan bukti i seipeirti i 

tangkapan layar atau reikaman di igiital untuk meindukung kasus. 

Pe imeiriintah dan le imbaga teirkai it meimi iliiki i peiran pe intiing dalam 



 
 

57 
 

meineigakkan hukum untuk me iliindungii anak-anak dari i dampak neigati if 

perundungan di media sosial dan me imbe iriikan peirli indungan bagi i 

korban. 

4.2 Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat 

mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih 

memfokuskan terhadap efektivitas hukum terhadap perundungan anak 

di media sosial, apakah peraturan perundang-undangan yang ada dapat 

memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak 

di media sosial. 

2. Pe imbeintukan Re igulasi i yang meingatur se icara khusus teirhadap 

perundungan di media sosial, se irta me imbeiri ikan peirli indungan seirta 

hukuman yang se itiimpal agar meimbeiriikan eifeik jeira keipada 

seiseioranyang meilakuakn tiindak pi idana. 

Meinurut pe inuliis deingan langkah-langkah i inii, di iharapkan peirli indungan 

teirhadap anak korban peirundungan di i Iindoneisi ia dapat leibiih eife iktiif dan 

meimbe iriikan rasa aman seirta ke iadi ilan bagi i anak-anak. 
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